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PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK
MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KAPUAS HULU,

| 5

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Verifikasi dan Validasi Data terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Verifikasi Dan Validasi Data  Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin Dan
Orang Tidak Mampu di Kabupaten Kapuas

Hulu.;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015




Menetapkan

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republi8k Indonesia Nomor 579);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun
2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi
dan Validasi Data terpadu Penanganan
Fakir Miskin orang Tidak Mampu;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
KAPUAS HULU.




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga desanya  dan
melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah.

Verifikasi data adalah Tindakan pemeriksaan tentang
kebenaran data.

Validasi data adalah tindakan pembuktian dengan cara
yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan,
system, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan
dalam pengawasan mutu untuk mencapai hasil yang
diinginkan.
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13.

14.

15.

Petugas adalah Orang yang ditunjuk melaksanakan
Verifikasi dan Validasi data terpadu Program Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Data Terpadu adalah system data elektronik berisi data
nama dan alamat yang membuat informasi sosial, ekonomi
demografi, dari individu dan rumah tangga dengan status
kesejahteraan 40 % terendah di Indonesia.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah,
terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan,
serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
warga Negara.

Data agregat adalah Suatu himpunan data atau angka
yang berasal dari pengukuran individu-individu.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) adalah wadah koordinasi Lintas Sektor dan Lintas
Pemangku kepentingan untuk penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB 1I
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN
RUANG LINGKUP.
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud mekanisme Verifikasi Validasi dan pemanfaatan Data
Terpadu sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

penyempurnaan Data terpadu Program penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak mampu di Daerah.




Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Terpadu bertujuan
untuk:
a. mewujudkan basis data kemiskinan yang valid dan
terverifikasi; dan
b. memanfaatkan basis data kemiskinan sebagai rujukan
program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Masyarakat dan dunia usaha.
Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Program Penangan Anak Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu:

a. spesifik, yaitu data menggambarkan secara khusus
indicator kemiskinan;

b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggung
jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan
metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah;

c. dapat diukur (terukur, yaitu dilaksanakan dengan
menggunakan metodologi, konsep, definisi, kualifikasi, dan
ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang
ditetapkan;

d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi
perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan
kesejahteraan sosial;

e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
Basis Data terpadu dilakukan secara berkesinambungan
atau secara terus menerus agar data tersebut wvalid,

akurat, relevan, konsisten dan terbaru.




Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. mekanisme pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu;

b. pemanfaatan Data terpadu sebagai rujukan program
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu.

BAB III
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 6
Tahapan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu meliputi tahapan

persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7
(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
meliputi:
a. rekrutmen petugas;
b. penyiapan instrument; dan
c. pelatihan petugas.
(2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 meliputi:
a. Desa/Kelurahan melaksanakan musyawarah Data
Terpadu dan/atau penerima Program penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu;
b. pelaksanaan Verifikasi dan validasi Data oleh petugas;
c. pengelolaan data yang meliputi entri dan tabulasi data
oleh pengelola data;
d. Rekapitulasi data dan pengesahan hasil Verifikasi oleh
Kepala Dasa/Lurah;

e. Kepala Desa/Lurah melaporkan rekapitulasi hasil
Verifikasi dan Validasi ke Camat; dan




(3)

(1)

(2)

(3)

f. Camat melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi dan
Validasi kemudian melaporkan ke Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui
perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 meliputi:

a. monitoring pelaksanaan monitoring verifikasi dan
validasi di Tingkat Daerah; dan

b. Evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

Pasal 8

Verifikasi dan Validasi Data terpadu Program Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh

petugas dan pengelola data.

Petugas Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) berasal dari Aparat Desa/Kelurahan atau

Karang Taruna, pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh

Masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya,

sedangkan pengelola data berasal dari aparat

Desa/Kelurahan.

Petugas Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), harus memenuhi syarat;

a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas atau sederajat;

b. di utamakan pernah terlibat dalam Pendataan Program
Perlindungan Sosial 2011, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Pemutakhiran Basis Data
Terpadu 2015;

c. mengenal wilayah tugas dengan cukup baik;

d. jujur dan patuh terhadap semua ketentuan yang sudah
ditetapkan; dan

e. khusus untuk pengelola data diharuskan mampu

mengoperasikan komputer.




BAB IV
MEKANISME PEMANFAATAN HASIL VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA

Pasal 9
(1) Hasil Verifikasi dan Validasi data terpadu yang sudah
ditetapkan oleh Bupati dijadikan rujukan program

penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di

Daerah.

(2) Data hasil Verifikasi dan Validasi berupa data agregat dan
data by name by address:

(3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. data agregat bersifat terbuka dan dapat di akses
secara langsung oleh Pemerintah Desa, masyarakat,
dunia usaha dan akademisi.

b. data by name by address bersifat terbatas dan

memerlukan persyaratan.

(4) Untuk mendapatkan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dengan mengajukan surat permohonan
kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang
dilampiri variabel data, spesifikasi data, tujuan
penggunaan serta surat pernyataan integritas.

BAB V
KRETERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG  TIDAK MAMPU

Pasal 10

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan

Indikator yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik

Indonesia dan Badan Pusat Statistik:

a. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang sudah
yang teregister yang berasal dari Rumah Tangga memiliki
kriteria:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian

dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian




10.
L1,

tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar;

Mempunyai Pengeluaran sebagian besar digunakan
untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan
sangat sederhana;

Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk
berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau
yang di subsidi pemerintah;

Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu
tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan
anaknya sampai jenjang sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama;

Mempunyai  dinding rumah tersebut  dari
bambu/kayu/tembok  dengan kondisi tidak
baik/kualitas rendah termasuk, tembok yang sudah
using/berlumut atau tembok, yang tidak di plester;
Kondisi lantai terbuat dari tanah atau
kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak
baik/kualitas rendah;

Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/
abses dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal
bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;

Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang dan
Mempunyai sumber minum berasal dari sumber atau
mata air tak terlindungi/air sungai/air

hujan/lainnya.

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum

teregister terdiri atas :

e

2
3.
4

gelandangan;
pengemis;
perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
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Korban Tindak Kekerasan;
Pekerja Migran bermasalah Sosial;
Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial
pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun
setelah kejadian bencana ;

8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga
Kesejahteraan Sosial;

9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga
Pemasyarakatan;

10. Penderita Thalasaemia mayor; dan

11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Indikator Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri
atas;

1. status penguasaan bangunan dan lahan tempat
tinggal;

kepemilikan asset rumah;

kondisi rumah/bangunan tempat tinggal;

sumber dan cara memperoleh air bersih;

sumber penerangan dan daya terpasang;

bahan bakar/energy utama untuk memasak;
penggunaan fasilitas buang air besar dan jenis kloset;
identitas keluarga dan anggota keluarga;

status kehamilan;

A0 VRIS MRS N et T

,_.
=

jenis kecacatan/ penyakit kronis yang diderita;
pendidikan dan partisipasi sekolah;

pekerjaan;

jumlah ternak yang dimiliki, dan

kepemilikan Usaha sendiri.

— e
BN e

s 1 &




BAB VI
TATA CARA PENDATAAN, VERIFIKASI DAN
VALIDASI
Pasal 11

Tata Cara Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :
a. data Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
meliputi:

s

pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
didasarkan pada Form Pendataan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam lampiran
yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dalam
peraturan ini;

pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan data
sementara yang ada di Desa/ Kelurahan;

fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan
didata merupakan masyarakat yang tidak terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan
didata merupakan usulan masyarakat dan
Desa/Kelurahan yang disepakati melalui
musyawarah desa/kelurahan dan sebagai tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini;

data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang
terkumpul dan telah diverifikasi dan validasi
keabsahannya, selanjutnya akan diusulkan sebagai
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

b. Tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

1

pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dilaksanakan oleh Tim Pendataan;

tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu
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terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten, Kecamatan,
Desa/Kelurahan, dan Dusun.

4. Tugas Tim adalah:

a.

melakukan wawancara terhadap Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu berdasarkan form pendataan;
melakukan entri data Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu yang tercantum dalam Data sementara;
melakukan olah data terhadap Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam data
sementara; dan

tim bagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada
Bupati Kapuas Hulu.

c. Pelaksanaan Pendataan :
Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan
pendataan fakir Miskin dan Orang Tidak mampu
melalui koordinator Kecamatan;

Kepala desa /Lurah membantu koordinasi kecamatan
dalam pelaksanaan pendataan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;

Petugas Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu adalah Operator Profil di Desa/Kelurahan
dan dibantu oleh Kepala Dusun/Kepala
Lingkungan /Ketua RW;

Petugas Pendataan melaksanakan wawancara
berdasarkan form pendataan kepada seluruh Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum
dalam daftar warga miskin sementara sebagian
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Petugas pendataan melaksanakan entri data ke
dalam system aplikasi Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation SIKS-NG; dan
Tim melakukan olah data dengan keluaran berupa
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Daftar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
berdasarkan kriteria.

Pasal 12

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu:
a. Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak

Mampu :

[

Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu didasarkan pada form pendataan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik
Indonesia;.

Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak
mampu dilaksanakan secara partisipatif dengan
metode by mname by address dan berbasis data
Rumah Tangga;

Untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu dibentuk Tim
Verifikasi dan Validasi oleh Dinas Sosial.

Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator
Kabupaten, 1 (satu) orang Koordinator per kecamatan,
Pengawas/Pemeriksa setiap Desa/Kelurahan
Pengumpul Data;

data pelaksanaan tugasnya Tim Verifikasi dan
Validasi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik
Indonesia yang terdapat pada aplikasi Sistem
Informasi  Kesejahteraan Sosial- Next Generation
SIKS-NG; dan

dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim Verifikasi dan
Validasi bertanggung Jawab kepada Bupati Kapuas

Hulu secara berjenjang;
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b. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin
Orang Tidak Mampudilaksanakan dengan tahapan:

penyusunan daftar awal sasaran (prelist awal);

bimbingan teknis;

musyawarah Desa/Kelurahan;

penyusulan prelist akhir;

kunjungan ke rumah Tangga;

pengawasan lapangan;

pengolahan data;

pengawasan dan pemeriksaan; dan

s o SR S

pelaporan,

c. Daftar Rumah Tangga Sasaran:

dan

1. Daftar Rumah Tangga sasaran terdiri dari rumah

tangga miskin yang termuat pada Data Terpadu

Keluarga sejahtera (DTKS) terakhir dari Kementerian

Sosial Republik Indonesia dan usulan dari masyarakat

dan dari desa/kelurahan; dan
2. Usulan baru dari masyarakat dan

dari

desa/kelurahan disepakati melalui musyawarah

dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari
tingkat Rukun Tetangga, Dusun hingga tingkat
Desa/Kelurahan, dan dituangkan dalam Berita Acara

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

ini.

d. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu:

dan

1. Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan
Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak

Mampu melalui koordinator Kecamatan;

2. Kepala Desa/Lurah membantu koordinator
kecamatan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
3. Petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin

dan

Orang Tidak Mampu adalah operator profil di
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(1)

Desa/kelurahan dan dibantu oleh Kepala Dusun/
Kepala Lingkungan /Ketua Rw;

Petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu melakukan wawancara
berdasarkan form pendataan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu;

Petugas Verifikasi dan Validasi mengisi form
Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
dengan memuat seluruh asset yang dimiliki Rumah
Tangga Sasaran; dan

melakukan pendokumentasian proses Verifikasi dan
Validasi data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 13

Legalisasi data didasarkan pada ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a.

Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil
pendataan dan Verifikasi dan Validasi harus disahkan
melalui musyawarah Desa/Kelurahan;

Dokumen Berita Acara musyawarah desa/kelurahan
hasil pendataan dan verifikasi dan validasi Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu harus ditanda
tangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Kepala
Dusun dan Tokoh Masyarakat;

Dinas Sosial bertanggung jawab melakukan
pemeriksaan data dan entri data melalui Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation
SIKS-NG;

setiap Rumah Tangga hasil pendataan dan verifikasi
dan validasi tempat tinggal/rumah/atau nama
lainnya akan ditandai dan atau diberi label sebagai
rumah tangga yang sudah terdata atau terverifikasi
dan tervalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS);

Data hasil pendataan dan verifikasi/validasi diproses
melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial — Next
Generation SIKS-NG dan disahkan Kementerian Sosial
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(@)

(1)

Republik Indonesia; dan

f. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah wajib
menjadikan data Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu sebagai Basis Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) untuk program atau Kkegiatan
penanggulangan kemiskinan yang menjadi

kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pemeliharaan data meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. pendataan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu dilaksanakan setiap tahun dua
kali yaitu bulan Mei dan Nopember ;dan

b. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada
tahun berjalan dilakukan pendataan ulang pada
tahun berikutnya dengan memasukan calon rumah
tangga miskin sementara.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI
Pasal 14

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system:

a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat
secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan

b. pengawasan represif yaitu pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan
itu dilaksanakan pengawasan Represif biasanya
melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu terhadap pendataan, Verifikasi dan Validasi
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu .

Pasal 15
Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Penggendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
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(2

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 22 Juat 203

Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati
Kapuas Hulu.

BAB VIII
PENANGANAN PERNGADUAN MASYARAKAT
Pasal 16

Pengaduan masyarakat terkait hasil Verifikasi dan Validasi
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu disampaikan kepada Bupati melalui Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal a1 Jun 203




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR
TENTANG

22 TAHUN 2021

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM PENGENALAN TEMPAT

1. Provinsi [T 1le. atamat

2. Kabupaten/Kota*) [T ]|7. Nomor urut rumah tangga (dari Prelist)

3. Kecamatan _] 8. Nama KRT

4. Desa/Kelurahan /Nagari) [T T 1o Jumiah ART Etape

5. Nama SLS 10. Jumlah Keluarga D
11. No. KK setiap kleuarga di dalam Rumah Tangga ;

a. KKO1 |||||[[||||rKK06

b. KK02 %Lﬁ]——r_—ﬂ_ g. KKO7

c. KKO3 [ | ] l | ] | h. KK08

d. KKO4 BEREERS U SEREREERERY .

e. KKO5 j. KK10




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 2L TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

e A HART

Tengys  Suia . Saya menyatakan telah melaksanakan verivali sesuai dengan prosedur
1. Tanggal Verivali

Tanggal Bulan Tahun ; ;
3. Tanggel Pemeriksasn Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
4. Nama Pemeriksa Kode S o g Dy o g

: Tl ’ : Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan boleh
5. ?ﬂ:ﬂ’&;ﬁ:ﬁw Penerima Manfaat : dipergunakan untuk keperluan pemerintah

2. Rumah Tangga tidak ditemukan

3. Rumah Tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

4, Bagian dari rumah tangga sesuai Prelist

& Data Oandi No. Urut Ruta




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2021

NOMOR 32

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN PERUMAHAN

02. Keramik 06. Semen/bata merah 10. Lainnya
03. Parket/vinil/permadani 07. Bambu
04. Ubin/tegel/teraso 08. Kayu/papan kualitas rendah

la. Status penguasaan bangunan tempat 1. Milik sendiri 3. Bebas sewa 5. Lainnya D
tinggal yang ditempati 2.Kontrak/sewa 4. Dinas b -
i 1.Milik sendiri 3. Tanah
b. Status lahan tempat tinggal yang i sendirl . 3 Ta ygegam B, D
ditempati i
2. Luas lantai s =
3. Jenis lantai terluas 01. Marmer/granit 05. Kayu/papan kualitas tinggi 09. Tanah

4a. Jenis dinding terluas

1.Tembok
kawat

2. Plesteran anvaman bambu /

3. Kayu 6. Bambu
4. Anyaman bambu 7. Lainnya
5. Batang kayu

b. Jika R.5a berkode 1,2, 3,4, 5,6 atau 7
kondisi atap

05. Asbes 09. Jerami/ijuk/daun
07, Sree 10 -

; ; a
08. Bambu

6. Jumlah kamar tidur

7a. Sumber air minum 01.Air kemasan bermerk 05. Sumur bor/pompa  09. Mata air tak terlindung
02.Air isi ulang 06. Sumur terlindung  10. Air sungai/dansu/waduk D:l
03. Leding meteran 07. Sumur tak terlindung 11. Air hujan
04. Leding eceran 08. Mata air terlindung 12. Lainnya

b. Jika R.7a berkode 3, No. 1D Pelanggan

PAM/PDAM/BPAM/ ... %)

8. Cara memperoleh air minum

1. Membeli eceran 2. Langganan 3. Tidak membeli
5w il e e o o IR 1 Libtie AN .. 2 LUsttenon PN =_ 9. Bukmolstrik == = .. =
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasamg é;%m i ég%xg g .?2'200"“‘“ B E]
10a. Bahan bakar/energi utama untuk 1. Listrik 4. Gas kota/biogas 7. Arang
memasak 2.G!ﬂ’3kg . Minylktanah B.MW g D
3.gas 3 kg 6. Briket 9. Tidak memasak di rumah
b. Jika R.10a berkode 4, No. ID Pelanggan | PGN/Ges Kota/........... Y
S T T b 1 1 e 2.Bersama  3.Umum 4. Tidak ada --> (R.12) l:l

- e e T A W e M S S R A e A M S M . -

12. Tempat pembuangan akhir tinja

3. Lubang tanah
4, Kolmn/nmhjsungai/dmauﬂaut

5. Pantai/tanah lapang/kebun
6. Lainnya

*) Coret yang tidak sesuar

?
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32.  TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA

IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA

Torcantum | Kepoemilikan Untuk Penyakit UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS KEIKUTSERTAAN PROGRAM (151 KODE)

JIKA
KOL(8)= Wanita
Hubungan | memor | Hubungan | Jenis Satum | i, “K':-m :::‘ Vel x kronis/ JHKA KOLOM (15) = 1 atau 2
dengan wit | dengan | kelamin P— 1049 menahun Bokerja/mermban | LaNgan | g | Keterangan e wier pH | R
IAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA kepala helvarga|  kepala IR (K di 0. Tidsk memilid s Par. J.I'“*h I"-Il it tu bokerja ussha darl | jeguaian | Keberadoan | Kxa PEILON BSM w
rumsh keluarga | 1. Lals- (Tahun) rumah |4 ks Ketshiran dan sokolali | pendidikan yang tertngg soloma pekesjaan dalasn Anggeta n
A saja yang blasanya tinggal dan makan di rumah tangga laki tanggaini |2 Karyy Pelnjer | KOL (8) =2 terfinggl yang | PErma | yop rasia -ﬁ':m L gamis "':"_"' “"""_: tya |1ve [1Ye [tva | @
| BAIK DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. s L s e | asm el Lo Bellancd oo 207
ima sesual dengan identitas, beserta Nomor Induk 2. Tidek kehamitan diduduld 1.Ya, .. i::on 2
Kependudukan (NIK)) Jskan {dumiabian KODE | 1. V8 (skon | (shan - sy i Gskon | (b
K) { l:;.‘_EL yong Sesuai) | 2 Tidak (tsikan KODE)|  KODE) | KODE) | yisuan KODE) :00!) m KODE) KODE) 1
@ @) () @ @ (10) (11) 12) (13) (14) s e an| s 5 (20) (s )| o] o] e

L]
LI ICTJCT ]
Hi NN NN
f#hz
P

L]
O ({010 |03 | [=BEisekith

el el
D i
OO0 |eEs
OOt il b
H[H[H[HH
miinliniin
H|H[H|H|B
O|olglg
e
DL E
H|H|H|H|H
Y L H
OO0 0]0 [s)s

EREEpE

LIIEL]

\
*'n



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR %) TAHUN 2021

TENTANG |

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA (2)

lari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada --> BLOK V

NISN/ NOKTM: 1. Namn : NISN/ NOKTM:
wt tinggal : 2.Alamat tempat tinggal
{ependudulkan {NIK) 3,Nomor Induk Kependudukan (NIK)
h : 4,Nama sekolah
. |

I.wr—-_—w —— e e e e e — — — ——— —

Kede Kolom 5 | Kode Kolom & Kode Holom 13 Kode Kolom 14 KodeKolom15 | Kode Kolom 16 ievisngéan | Kode Kolom 17 Kode Kolom 20 KodeKolom21 Kode Kolom22

Nubungan  dengan | Statusperhawinan: Ao o Penyakdt kronis/menahun; [enis pendidfikan tertinggiyang | Welns tertinggi yang parnah/ i Gt T it s Statuskedudukandalam Status Keberadaan

hepalaketuarga: 1. Belum kawin pernoh/ sdang sedang diduduk: pokerjaanutama: AnggotaRumahTangga:

2. Kawin/nikah 00, Tidak cacat 08, Tuna rungu, wicara, | 0. Tidak Ada 0. Tidak/betum diduduki: 12245678 (Tamat) 1. Pertanian tanaman 12. Perdagangan

1, kepata keluargs | 3. Ceral hidup 01.Tuna daksa/ & cacat tubuh 1. Hipertensi (tekanan darah tinggi) pernah sekolah | KodeKolom18 | padi& palawija 13. Hotel & rumah makan 1. Berusaha sendirl 1. Tinggal di Ruta®

4. stri/supmi 4, Ceral mati cacat tubuh 09, Tuna rungu, wicara, 2. Rematik 1. Masih 01.5D/SDLB fjazah tertinggl yang dimillid: 2. Hortikultura 14, Transportas! & 2. Berusaha dibantu buruh tidak 2. Meninggal

3. Anak 02. Tuna netra/buta netra, & cacat tubuh | 3. Asma sekolah 02, Paket A 3. Perkebninan pargudangan tetap/tidak dibayar 3. Tidak Tinggal diRuta/

4. Menanty Kode Kolom 9 03. Tune rungu 10. Cacat mental 4. Masalah jantung 2. Tidak 03. M, btidalyah 0. Tidok punya jjexah 4. Perlkanan tangkap 15. informasi & komunikey) | 3 Beorushe ditantu buwhtetag/ | Pidah

5 Cucu Kepemililan alta/buku 04. Tuna wicara retardas| 5. Diabetes (kencing mants) bersekolah lagl 04.5MP/SMPLE 1. SD/sederajat 5. Perikanan budidaya 18. Keuangan & asuransl dibayar 4.Anggota Rumah Tanggs

6 Orang e/ ofkah atay aktaceral: | 05. Tuna rungu & wicars 11 Mantan penderite | g ruberculosis (THC) 5. Paket 8 2. SR /sederaiet B Porernakan 17. 1axn nendidikan 4. Buruh/karyawan/pegawsl swasta Bary

Tt 0B. Tuna netra & cacat gangguan jiwa 7. Stroke 08, M. Tsanawlysh 3. SMA/sederajat 7. Kehutanan & p lainnys 18, Jasa kesehata 5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/ 5. Kesalahan Prelist
7 Pombanturuta | 0. Tidak tubuh 12, Caocat fislk & mental | 8. Kanker atau tumor ganas g:' ———— 4.p1/02/03 8. Pertambangan/penggallan 19, fasakemasyarakatan, anggota legiskatif 6.Tidalk Ditemukan
A o 1. vo, dapataitunukhan | 07 Tuna netra, rungu, & . Lainnya (gogal ginjal, paru-paru fiek, dan et 5. D4/51 8. industrl pengolahan pemerintahan & perorangan B. Peker]a bebas pertanian
2. Vs, tidak danat wicara sejenisnya) S i S o 10. Listrik dan gas 20. Pemulung 7. Pekerjs bebas non-pertanian
' 11, Bangunan/konstruksi 21, Lainnye 8. Pekerja keluarga/tidak dibayar
e e e e e e e e e e - - S =——— R R




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

rm B B

L
e
bicd — Uit

N

r - A Y S SO Sy = h.Komputer/laptop 3.Ya 4. Tidak h. D
a Tabung gas 5,5 kgatau lebih 1.Ya 2. Tidak
D i.Sepeda 1.Ya 2. Tidak i D
b.Lemari es/kulkas 3.Ya 4. Tidak .
E] J- Sepeda motor 3.Ya 4. Tidak 3 D
c.AC 1. Ya 2. Tidak
D k.Mobil 1.Ya 2. Tidak k. D
d.Pemanas air (water heater) 3.Ya 4. Tidak 5
D 1. Perahu 3.Ya 4. Tidak L D
e. Telepon 1.Ya 2. Tidak
m. Motor tempel 1.Ya 2. Tidak m. D
f.Televisi 3.Ya 4. Tidak A D D
I:l n. Perahu motor 3.Ya 4. Tidak n.
g Emas/perhiasan & tabungan (senilai 1. Ya 2. Tidak I:I
10 gram emas) o.Kapal 1.Ya 2. Tidak o.
2. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut : : = D/ [ I ] l i ]
8 Lahan B st misiidiss m2 2. Tidak
|__b Rumah di tempat lain 3.Ya 4. Tidak &
3. Jumlah temak y. dimiliki (ekor) :
o e « [T |aba it
b. Kerbau b. (:l:l e. Kambing/Domba .. D:_—_I
c. Kuda c. ED
4. a. Apakah ada ART vang memiliki usaha sendiri/bersama ? 1.Ya 2. Tidak —> (R. 5) | I
b. Jika “Ya" (R.4a = 1), isikan :
5 Jumilah |Tempat/lokasij Omset usaha perbulan
Nama No. urut ART Lapangan usaha ftulis secara lengkap) pekega | Usaha T 35- < 10jute
i 2 FalcE el (1) Kode sesuai di Blok IV Kol (20) | foang) ;%ggg 2)1-<5juta 4) > 10 juta
(1) (2) (3) (4) (5)

5.Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:

aKartu KeluargaSejahtera (KKS)/  1.Ya ~ 2.Tidak @& | | | ©Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/ 1.Ya
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) BPJS ketenagakerjaan

b.Kartu Indonesia Pintar (KIFj/ 3.Ya 4.Tdsk b \:I & Asursentinmsion Wasgn it
Bantuan Siswa Misikin (BSM) & Program KeluargaHarapan (PKH) 1.Ya

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ 1. Ya 2.Tidesk c [:] TR o jakin (Raskin) 3.Ya
BPJS Kesehatan/Jamkesmas -

' i. Kredit Usaha Raky 1.Y
IR SNSRI BT R T S RS B S e el e, »

2, Tidak

4. Tidak
2. Tidak
4. Tidak

2. Tidak

00000
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